
 

 

 
BUPATI KUNINGAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  KUNINGAN 

NOMOR 9 TAHUN 2025 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUNINGAN, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 

Mengingat : 1. 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

  5. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 7043); 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2025 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan 
Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 
2025 Nomor 3); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 
dan 

BUPATI KUNINGAN 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah 

Kabupaten Kuningan. 

2. Bupati adalah Bupati Kuningan. 
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3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

8. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam 
suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, 

yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga 

Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari 
transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas 

pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil 

dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara 
pemerintah dan daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil 
dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau 

meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. 

10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian 
dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-
daerah. 

11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian 
dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk 
mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang 

menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan 
publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. 

 

Pasal 2 

(1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan 

Pembiayaan Daerah. 

(2) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.754.385.274.164,00 
terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan 

Daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah sebesar  Rp2.723.067.820.071,00 

b. Belanja Daerah sebesar   Rp2.735.885.274.164,00 

Defisit sebesar                       Rp(12.817.454.093,00) 
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c. Pembiayaan Daerah 

1. penerimaan Pembiayaan sebesar  Rp31.317.454.093,00 

2. pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp18.500.000.000,00 

 Pembiayaan neto sebesar      Rp12.817.454.093,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp0,00 

 
 

Pasal 3 
 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan 

sebesar Rp2.723.067.820.071,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
bersumber dari: 

a. pendapatan asli daerah;   
b. pendapatan transfer; dan   
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.  

 

 

 
 

Pasal 4 
(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp460.573.884.538,00, yang 
terdiri atas : 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp228.280.617.091,00. 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp209.247.741.378,00. 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp7.497.772.772,00. 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.547.753.297,00. 

 

 
Pasal 5 

(1) Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp2.213.452.525.550,00 
terdiri atas: 

a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.091.137.618.000,00 

berasal dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan 
Dana Alokasi Khusus. 
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(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.314.907.550,00, berasal 

dari pendapatan bagi hasil. 

 

 

                                      Pasal 6 

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp49.041.409.983,00 
yang terdiri atas: 

a. pendapatan hibah; 

b. pendapatan darurat; dan 

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp0,00. 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp0,00. 

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.041.409.983,00. 

 

 

Pasal 7 
 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar 

Rp2.735.885.274.164,00 yang terdiri atas : 
 

a. belanja operasional;   

b. belanja modal;   
c. belanja tidak terduga; dan   
d. belanja transfer.   

 
 

 
Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf a direncanakan sebesar Rp2.126.277.115.481,00 yang terdiri 
atas : 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi: 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp1.276.861.528.879,00. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp769.384.374.068,00. 
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(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp7.927.124.284,00. 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp0,00. 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp63.522.737.250,00. 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp8.581.351.000,00. 

 
 

Pasal 9 
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 

b direncanakan sebesar Rp149.092.136.682,00 yang terdiri atas : 
a. belanja modal tanah; 
b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal bangunan dan gedung; 
d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; 
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 

f. belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp12.529.680.000,00. 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.435.625.464,00. 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.901.104.800,00. 

(5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.808.575.000,00. 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.410.551.418,00 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f direncanakan sebesar Rp6.600.000,00. 

 
Pasal 10 

 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00. 
 

 
Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf d direncanakan sebesar Rp444.516.022.000,00 yang terdiri 
atas : 
a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp14.658.000.000,00. 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp429.858.022.000,00. 
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Pasal 12 
 

Anggaran Pembiayaan Daerah terdiri atas : 

a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

 

 
Pasal 13 

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp31.317.454.093,00, yang 
terdiri atas : 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 

b. pencairan Dana cadangan; 

c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

d. penerimaan Pinjaman Daerah; 

e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan 

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp31.317.454.093,00. 

(3) Pencairan Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp0,00. 

(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00. 

(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00. 

(6) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00. 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
f direncanakan sebesar Rp0,00. 

 

Pasal 14 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00 yang 
terdiri atas : 

a. pembentukan Dana cadangan; 

b. penyertaan modal Daerah; 

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d. pemberian Pinjaman Daerah; 

e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan 

f. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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(2) Pembentukan Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00. 

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00. 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp18.500.000.000,00. 

(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00. 

(6) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00. 

(7) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
f direncanakan sebesar Rp0,00. 

 

 
Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran 

Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar 
Rp(12.817.454.093,00). 

(2) Pembiayaan   neto   yang   merupakan   selisih   penerimaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan 
sebesar Rp12.817.454.093,00. 

 

 

Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah 
Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan 
dalam Perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026, 

terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD Kabupaten Kuningan, dan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi 
anggaran.  

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau 
kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau; 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 
pelayanan publik. 

 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
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b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib; 

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat 

peraturan perundang-undangan; dan/atau 

d. pengeluaran  Daerah lainnya  yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah 

dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 
terdiri dari: 

a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

b. Lampiran II : Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

d. Lampiran IV : Rekapitulasi dan Kesesuaian Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan; 

e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah 

dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per 

Jabatan; 

g. Lampiran VII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi 

Daerah Lainnya; 

h. Lampiran VIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 
Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain; 

i. Lampiran IX : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak; 

j. Lampiran X : Daftar Dana cadangan; dan 

k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah. 

 
 

Pasal 18 

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 19 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan. 

 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal   31 Desember 2025 

BUPATI KUNINGAN, 

 
  
 

 
DIAN RACHMAT YANUAR 

 
Diundangkan di Kuningan 
pada tanggal  31  Desember 202524                       

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KUNINGAN, 

 
 
 

 
                U. KUSMANA 

                     

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 9    
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT 

(9/296/2025) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

NOMOR 9 TAHUN 2025 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 

 

I. UMUM 

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari siklus 

perencanaan dan penganggaran daerah yang dilaksanakan setiap tahun 
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang  serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai instrumen utama kebijakan 
fiskal daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah 

yang berkesinambungan, sejalan dengan visi, misi, serta program prioritas 
Bupati. Secara normatif, penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 didasarkan 

pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025–2029, serta 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.  

Dengan demikian, perda tersebut tidak hanya berfungsi sebagai 

dokumen anggaran, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang memadukan 
antara kepentingan pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian daerah dan nasional yang 

masih dihadapkan pada tantangan global, seperti dinamika harga komoditas, 
ketidakpastian pasar keuangan, perubahan iklim, serta pasca dampak 

pandemi dan inflasi, turut menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2026. Di sisi lain, adanya tuntutan peningkatan pelayanan 

dasar kepada masyarakat, penyediaan infrastruktur produktif, penguatan 
ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta 

upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran, menjadi prioritas utama 
dalam alokasi belanja daerah. Selain itu, aspek pendapatan daerah juga 
menjadi perhatian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.  

Upaya intensifikasi, ekstensifikasi, serta digitalisasi pendapatan daerah 
terus ditingkatkan guna memperkuat kemandirian fiskal, mengurangi 

ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, serta memperluas ruang 
fiskal untuk membiayai program pembangunan prioritas. Dengan 

memperhatikan dinamika tersebut, penyusunan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan untuk:  
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1. menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah; 

2. memperkuat kebijakan fiskal daerah yang sehat, efisien, efektif, 
transparan, dan akuntabel; 

3. mengutamakan program prioritas yang mendukung pencapaian visi 
pembangunan Kabupaten Kuningan;  

4. mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dengan prinsip 

keadilan dan keberlanjutan; dan 

5. menjamin terpenuhinya belanja wajib, belanja mandatori, serta 
penyelesaian kewajiban pemerintah daerah.  

Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menjadi 

instrumen kebijakan fiskal daerah yang responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat, adaptif terhadap tantangan ekonomi, dan berorientasi pada 
peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.  

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
 Cukup jelas. 

Pasal 2 
 Cukup jelas. 

Pasal 3 
 Cukup jelas. 
Pasal 4 

 Cukup jelas. 
Pasal 5 

 Cukup jelas. 
Pasal 6 
 Cukup jelas. 

Pasal 7 
 Cukup jelas. 
Pasal 8 

 Cukup jelas. 
Pasal 9 

 Cukup jelas. 
Pasal 10 
 Cukup jelas. 

Pasal 11 
 Cukup jelas. 

Pasal 12 
 Cukup jelas. 
Pasal 13 

 Cukup jelas. 
Pasal 14 
 Cukup jelas. 

Pasal 15 
 Cukup jelas. 

Pasal 16 
 Cukup jelas. 
Pasal 17 

 Cukup jelas. 
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Pasal 18 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 19 

 Cukup jelas. 
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